KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X /2021

Menimbang

Mengingat

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

i 1.

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, perlu
dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara
negara;

bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan
penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang, perlu diatur pengendalian terhadap
gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6409);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang tanggal 22 Oktober 2021.

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

: Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Batang
sebagaimana terlampir pada lampiran II yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tugas dan Wewenang serta Fungsi Satuan Tugas Unit

Pengendalian Gratifikasi pada DIKTUM KESATU sebagaimana
terlampir pada lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan

dari Keputusan ini

: Dalam hal Penanganan Pelaporan Gratifikasi berpedoman dengan

peraturan yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
~Kgbupaten Batang Ttd

P /KepaIa Sub Baglan Hukum

NUR TOFAN

' Sunu "Panji Utomo
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LAMPIRAN : I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG.

TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

1.

Tugas dan Wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagai berikut :

a.

Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan
penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS,
PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan
KPPSLN;

Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian
Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris
Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi
kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;

Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi
kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN,
KPPS, dan KPPSLN;

Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
dalam pelaksanaan peraturan ini;

Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang
ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap
Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan
penerapan program pengendalian Gratifikasi;

Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat
Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap
Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan melaporkan hasil
penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap
Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.
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2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang, sebagai berikut :

a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan
KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS;

b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau UPG
KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN,
dan KPPS;

c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan
penerimaan Gratifikasi;

f. Menetapkan tindak lanjut atau subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi
dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk

g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS,
PPLN, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU
Provinsi Jawa Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari
Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN,
dan KPPS;

i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan UPG KPU
Provinsi Jawa Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan
penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU,
PPK, PPS, PPLN, dan KPPS;

J. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG,
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
ibupaten Batang Ttd
&%qb Bagian Hukum
G

NUR TOFAN

97, SunuPanji Utomo
A X .2:';.'.'-;’," g
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LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/X /2021

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG.

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO NAMA JABATAN ey
1 | Nur Tofan, S.H.I hetun Pengarah
KPU Kabupaten Batang

2 | Gunadi Fitrianto, S.IP KPU Ka&?gg?;z Batang Pengarah
3 | Susanto Waluyo, S.H KPU Kagl?ggg:i Bt Pengarah
4 | Aris Setia Budi, A.Md KPU Kagsgggéi Batang Pengarah
5 | Laila Hamidah. S.Pd — Kab“‘&}fﬁ;’;ﬁ Hises Pengarah
6 | Murtadho, S.H., M.M KPU K:gll.f;:tﬁrrisBatang Ketua
7 | Sunu Panji Utomo, S.H KPSaIEZESSagl t:?lé‘;nang Sekretaris
8 | Supratman, S.E Ka;‘;%b;i;rl ;iiﬁg:&r?;ta Anggota
9 | Kharis Nurhasim, A.Md KPIIJ{ ?(S;)zb;agt:r:nggang Anggota
10 | Mubaidin, S.E Kpuiii“ubﬁ’aiifii - Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG,
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

@pﬁg&g@%gn Batang Ttd
. al

a-Sub Bagian Hukum

NUR TOFAN
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